
3.Undang-Undang ... 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, .Jawa 

Baral dan Daerah l stirnewa Yogyakarta (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Kelenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 39); 

Besar Kota Daerah-daerah Pembenlukan 

tcntang 

dalam 

1950 16 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan 

penerapan pengelolaan Sadan Layanan Umum Daerah, 

perlu perubahan bebcrapa pengaturan dalam Peraturan 

Walikota Nomor 10-D Tahun 2013 tentang Pejabal 

Pengelola Sadan Layanan Umum Daerah Pada Rumah 

Sakil Umum Daerah Kola Surakarta; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud 

dalam huruf a, perlu menelapkan Peraturan Walikota 

lenlang Perubahan Alas Peraturan Walikota Nomor l 0-D 

Tahun 2013 lentang Pejabat Pengelola Sadan Layanan 

Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Surakarta; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUSAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10-D TAHUN 2013 

TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR ~ TAHUN 0-013 

WALIKOTA SURAKARTA 



Peraturan ... 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

Pemberhenlian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2797); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1979 Lenlan~ 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 

9. Peraluran Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 lentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Urnum (Lernbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana Lelah diubah dcngan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

2009 tentang Tahun 4. Undang-Undang Nomor 36 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 lcntang Pcrubahan Kcdua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3.Peraluran ... 

Mernperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Ped om an Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedornan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 

Layanan Umum Daerah; 

Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Um urn (Lem baran I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinlah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupateny Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 

Surakarla (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kola Surakarla Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kola Surakarla (Lembaran Daerah Kola 

Surakarla Tahun 2013 Nomor 5); 
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6. Pejabat ... 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Surakarta. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 

diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kola Surakarta yang selanjutnya disingkat 

RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik 

Pemerintah Kota Surakarta. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10-0 

TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT PENGELOLA SADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KOTA SURAKARTA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/ 

2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural 

Kesehatan; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/ 

2010 ten tang Klasifikasi Rum ah Sakit; 

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Rumah Sakil Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Dacrah 

Kota Surakarla Tahun 2008 Nomor 35); 
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Pasal IT ... 

Pasal 8A 

(1) Seleksi Pemimpin BLUD pada RSUD Kola Surakarla yang berasal dari 

Non PNS dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada 

Walikota. 

(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Sekretaris Daerah. 

1. Ketentuan dianlara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu] pasal, yakni 

Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan WaJikota tentang Perubahan Alas 

Peraturan WaJikota Nomor 10-0 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Badan 

Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kola Surakarta 

(Serita Daerah Kola Surakarta Tahun 2013 Nomor 40), diubah sebagai 

berikut: 

Pasal I 

6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab 

terhadap kinerja operasionaJ RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur 

Pemimpin, Pejabal Teknis dan Pejabal Keuangan. 

7. Direklur/Pimpinan adaJah Direktur /Pimpinan RSUD Kola Surakarta. 

8. Pemimpin adaJah Pemimpin BLUD pada RSUD Kola Surakarta yang 

berasal dari non PNS. 

9. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal 

dari PNS. 

10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk 

mengelola resiko keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan dan 

pelaporan keuangan. 

11. Pejabat Teknis adalah Penanggung jawab teknis di masing-masing bidang; 

12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri 

Sipil (Non PNS) yang bekerja di RSUD Kota Surakarta. 
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B RITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ~01~ NOMOR 4':> 
BUDISUHARTO 

gkan di Surakarta 
ggaI 1ft> ~'oer :io,~ 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal 1h Ot~'«r ~01-0 

WAI,[l(~RAKARTA~ 

C'.h ~ 
FX.HADIRUDYATMO c 

~ 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Langga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Surakarta. 

Pasal II 
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